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Sumber gambar: 

https://www.borneoplus.info/2024/07/31/hingga-juni-kondisi-perekonomian-kalsel-tunjukkan-tren-

positif/ 

 

Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga Juni masih 

melanjutkan tren positifnya di 2024. Aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus 

meningkat menjadi salah satu pemicu tumbuhnya perekonomian Provinsi Kalsel. 

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendarahaan (DJPb) Provinsi Kalsel, 

Syafriadi menyebutkan, aktivitas masyarakat ditandai dengan adanya masa libur sekolah 

dan persiapan penerimaan siswa baru. 

Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, pencairan gaji ke-13 turut menyumbang 

pergerakan ekonomi di Kalsel. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan 

perekonomian Kalsel yang tumbuh positif tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi Triwulan 

I 2024 Kalsel sebesar 4,96 persen sedikit di bawah Nasional yang mencapai 5,11 persen. 

“Tingkat inflasi Juni 2024 masih terkendali dan tercatat deflasi sebesar 0,32 

persen (mtm) atau mengalami mengalami inflasi sebesar 2,34 persen (yoy), lebih rendah 

dari rata-rata nasional yang mencapai 2,51 persen (yoy). Tingkat inflasi tertinggi pada 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,53 persen (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel 

antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, tarif parkir, dan ikan haruan (gabus),” kata 

Syafriadi, Banjarmasin. 

Selain itu, neraca perdagangan kembali mengalami surplus pada Juni 2024. 

Neraca perdagangan di Kalsel yang mencatatkan surplus US$890,04 juta turun jika 
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dibandingkan Mei 2023 sebesar 12,29 persen. Penurunan ini masih dipicu oleh turunnya 

nilai ekspor akibat harga batu bara yang terkontraksi dari 2023. 

Kinerja APBN dari sisi pendapatan sampai dengan Juni 2024 telah terealisasi 

sebesar Rp9,93 triliun atau 42,95 persen dari target. Jika dibandingkan pada periode yang 

sama di 2023, kinerja pendapatan APBN terkontraksi 22,96 persen. Walaupun secara total 

penerimaan negara mengalami kontraksi, disisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 10,11 persen dengan realisasi sebesar 

Rp908,54 Miliar. 

“Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp17,43 Triliun 

atau 45,37 persen dari pagu sebesar Rp38,42 triliun. Capaian ini meningkat 24,93 persen 

dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Juni 2024 terdiri dari Belanja 

Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp4,27 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 

Rp13,17 Triliun,” ucap Syafriadi. 

Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara adalah Realisasi Penerimaan Pajak 

Dalam Negeri mencapai Rp8,87 Triliun atau 41,34 persen dari target, terkontraksi sebesar 

24,32 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 

Rp5,49 Triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp3,11 Triliun. 

Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal 

dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 33,8 persen, 

kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,5 persen serta pengangkutan 

dan pergudangan sebesar 16,4 persen. Secara kumulatif, mayoritas sektor utama masih 

tumbuh positif sampai dengan Juni 2024, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian, 

Sektor Perdagangan Besar, Sektor Sektor Pertanian, dan Sektor Konstruksi yang 

mengalami kontraksi. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.borneoplus.info/2024/07/31/hingga-juni-kondisi-perekonomian-kalsel-

tunjukkan-tren-positif/, 31 Juli 2024.  

2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/31/hingga-juni-kondisi-

perekonomian-kalsel-tunjukkan-tren-positif/, 31 Juli 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 
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 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


